
GUBERNUR KALIMANTAN TIM UR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 18 ayat (2) 
U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun  2007 ten tan g  Energi dan  
Pasal 16 ayat (5) P era tu ran  Presiden Nomor 1 T ahun  2014 
ten tan g  Pedom an P enyusunan  R encana Um um  Energi 
N asional perlu  m enetapkan  P era tu ran  D aerah ten tang  
R encana Um um  Energi D aerah;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tan g  
Pem ben tukan  D aerah-D aerah  Otonom  Propinsi K alim antan 
B arat, K alim antan Selatan , K alim antan Tim ur (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  1956 Nomor 65, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1106);

3. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun  2007 ten tan g  Energi 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 
96, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4746);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana telah 
d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan U ndang-U ndang 
Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  Kedua Atas 
U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014, ten tang
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

5. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g
Pem bentukan  P era tu ran  P erundang-U ndangan  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Energi Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);

8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Rencana Umum Energi Nasional.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang energi.

6. Rencana Umum Energi Nasionaly yang selanjutnya disingkat RUEN 
adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi 
tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan 
Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai 
sasaran Kebijakan Energi Nasional.
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7. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 
2050 yang selanjutnya disebut RUED adalah kebijakan Pemerintah 
Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Daerah yang 
merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat 
lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan keija yang dapat berupa 
panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

9. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah 
kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, 
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya 
kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

10. Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup rencana umum energi Daerah adalah sebagai berikut:
a. rencana umum energi daerah;
b. pengelolaan energi;
c. pelaksanaan program;
d. jangka waktu;
e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
f. pendanaan; dan
g. peran masyarakat.

BAB II
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH 

Pasal 3

(1) RUED disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu sampai 
dengan tahun 2050 yang memuat:
a. pendahuluan;
b. kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
c. visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
d. kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
e. penutup.

(2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut 
dalam bentuk matrik program RUED sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.



-  4 -

Pasal 4

(1) RUED sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 berfungsi sebagai ru jukan :
a. p en y u su n an  dokum en p erencanaan  pem bangunan  D aerah;
b. p e n y u su n an  R encana Um um  K etenagalistrikan D aerah kalim an tan  

T im ur (RUKD); d an  R encana Um um  Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL); dan

c. p e n y u su n an  Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah (APBD).

(2) RUED sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 berfungsi sebagai pedom an
bagi:
a. Perangkat D aerah u n tu k  m enyusun  dokum en ren can a  stra teg is dan  

koordinasi p e rencanaan  energi lin tas  sektor; dan
b. m asy arak a t u n tu k  berpartis ipasi dalam  p e lak san aan  pem bangunan  

daerah  bidang energi.

BAB III
PENGELOLAAN ENERGI 

Bagian K esatu
Penyediaan d an  Pem anfaatan  

Pasal 5

(1) Penyediaan energi d ilakukan  m elalui :
a. inven tarisasi sum ber daya energi;
b. pen ingkatan  cadangan  energi;
c. p e n y u su n an  n eraca  energi;
d. diverifikasi, konservasi, d an  in tensifikasi sum ber energi dan  energi; 

dan
e. pen jam inan  k e lancaran  penyalu ran , transm isi, d an  penyim panan  

sum ber energi d an  energi.

(2) Penyediaan energi oleh pem erin tah  daerah  d iu tam ak an  di d aerah  yang 
belum  berkem bang, daerah  terpencil, dan  daerah  perdesaan  dengan 
m enggunakan  sum ber energi se tem pat, k h u su sn y a  sum ber energi 
te rb aru k an .

(3) D aerah penghasil sum ber energi m en d ap at p rio ritas u n tu k  m em peroleh 
energi dari sum ber energi setem pat.

(4) Penyediaan energi b a ru  dan  energi te rb a ru k an  wajib d itingkatkan  oleh 
Pem erintah D aerah.

(5) Penyediaan energi dari sum ber energi b a ru  dan  sum ber energi te rb a ru k an  
yang d ilakukan  oleh b ad an  u sah a , b en tu k  u sa h a  tetap , dan  perseorangan  
d a p a t m em peroleh k em u d ah an  d a n /a ta u  in sen tif pem erin tah  daerah  
u n tu k  jan g k a  w aktu  te rten tu  sehingga tercapai nilai keekonom iannya.
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Bagian Kedua 
Pengusahaan

Pasal 6

(1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber 
energi, dan energi.

(2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha 
tetap, dan perseorangan.

(3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan 
perseorangan.

(4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti 
ketentuan klasilikasi jasa energi.

(5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan 
memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam 
negeri.

(6) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Ketiga 
Pengelolaan

Pasal 7

(1) Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan 
nasional berkelanjutan, dan wajib memenuhi ketentuan yang 
diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang 
keselamatan yang meliputi:
a. standarisasi;
b. pengamanan dan keselamatan instalasi;
c. keselamatan dan kesehatan keija;
d. pelestarian sumber daya alam;
e. konservasi sumber daya energi; dan
f. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

(2) Kegiatan pengelolaan energi daerah wajib memperhatikan faktor 
kesehatan, keselamatan keija, dan dampak sosial dengan tetap 
mempertahankan fungsi lingkungan hidup.

(3) Setiap kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi wajib:
a. melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan 

pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang 
terkena dampak;

b. meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam 
proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan 
mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung 
dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, 
lingkungan hidup dan keekonomiannya; dan
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c. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan 
memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan 
di bidang lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan 
keselamatan keija dalam kegiatan pengelolaan energi Daerah, penyediaan 
energi, dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM 

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap 
pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan 
pihak lain yang terkait.

(2) Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan 
peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.

(3) Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 
2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050.

(4) Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari 
program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

BAB V
JANGKA WAKTU 

Pasal 9

(1) RUED mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2050 dan 
dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

(2) RUED dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator 

perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA 

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 
koordinasi perencanaan dengan lintas sektor.

(2) Dalam pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 
kerjasama.
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(3) Keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 
rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung 
pengelolaan energi dalam RUED.

(5) Pelaksanaan keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 11

(1) Gubemur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
RUED.

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Gubemur dibantu Perangkat Daerah.

(3) Perangkat daerah melakukan sosialisasi RUED kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 12

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam 
RUED.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pemeriksaan.

(3) Hasil evaluasi dibahas oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan 
kepada Gubemur.

(4) Gubemur memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RUED.

BAB VIII 
PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan RUED bersumber pada:
a. A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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BAB IX
HAK DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak  m em peroleh energi.

(2) M asyarakat baik  secara  perseo rangan  m au p u n  kelom pok d a p a t berperan  
RUED d ilakukan  melalui:
a. p roses perencanaan ;
b. pe laksanaan ; dan
c. pengaw asan.

(3) Peran se rta  m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ap a t 
d ilakukan  dalam  b en tu k  pem berian  gagasan , da ta , inform asi tertu lis .

(4) G agasan, d a ta  d an  inform asi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) dan  
ayat (2) d isam paikan  secara  langsung  d a n /a ta u  te rtu lis  kepada  G u b em u r 
m elalui Perangkat D aerah.

P era tu ran  D aerah  ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
D aerah ini dengan penem patannya  dalam  Lem baran D aerah  Provinsi 
K alim antan Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

D itetapkan  di S am arinda  
p ad a  tanggal 6 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR
D iundangkan  di Sam arinda, 

pada  tanggal 6 November 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

S alinan  sesu a i dengan  aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

ff

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI
H. SUROTO. SH 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8. 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-354/2019)


